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WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-92 -2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI

1.

BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah, penyusunan buku induk inventarisasi
barang milik daerah serta mendapatkan data terkini, akurat,
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu di bentuk
tim inventarisasi barang milik daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736); k



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
i

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota
Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemérintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang ‘Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2., Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71};

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksudy pada DIKTUM KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;

‘menyiapkan data daftar barang milik daerah;

menyiapkan dokumen sumber;

melaksanakan Inventarisasi;

melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;

meneliti dokumen kepemilikan;

menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan

menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil

Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan
Honorarium yang dibayarkan selama 3 (tiga) bulan dengan
mempedomani kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan.

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdaftar kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal & Maret 2025

WALLKOTA SAWAHLUNTO,

#2

R DA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;

2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;

3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
4. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- §2.-2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SAWAHLUNTO
¥ KEDUDUKAN
NO. NAMA /JABATAN /UNIT KERJA 5 e
1 | SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PENGARAH
, | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PENANGGUNG
KOTA SAWAHLUNTO JAWAB
, | SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET S
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO )
KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
4 | ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO WAKIL KETUA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEUANGAN PUSAT
5 | DAN DAERAH PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN SEKRETARIS
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEUANGAN PUSAT
6 | DAN DAERAH PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN ANGGOTA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
| STAF PADA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN
7 | KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ANGGOTA
WALI [KOTA SAWAHLUNTO,

RIYANDA PUTRA



